
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 459/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH 
BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

(WBBM) PADA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional 
pencegahan korupsi dan dengan ditetapkannya Universitas 
Diponegoro oleh KPK sebagai wilayah intervensi pelaksanaan 
Pembangunan Zona Integritas untuk mendapatkan predikat 
Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBK/WBBM) tahun 2020, maka perlu menetapkan 
salah satu Fakultas sebagai Zona Integritas menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM);

b. bahwa Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dipandang 
mampu dan memenuhi syarat menjadi Unit Kerja Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Universitas 
Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor 
Universitas Diponegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);

SALINAN



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5336);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian 
Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan 
Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 302);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan 
Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, 
tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta 
Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5721);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 
tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
lingkungan Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahab 
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 



lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 761);

12. Keputusan MWA Undip Nomor 3/UN7.1/HK/2019 tentang 
Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan dana Universitas Diponegoro;

14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor 
Universitas Diponegoro; 

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 281/E.E1/WS/2020 
Perihal Penetapan PTN sebagai Wilayah Intervensi Stranas PK;

2. Nota Kesepahaman Antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Dengan Universitas Diponegoro Tentang Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan 
Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM);

3. Surat Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan Undip Nonor 
4911/UN7.4.2/KP/2020 Perihal Permohonan Penerbitan 
Keputusan Rektor tentang Tim Kerja dan Penetapan Fakultas 
Teknik Sebagai Zona Integritas (Zi) Menuju Wilayah Bebas Dari 
Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani 
(Wbbm) Pada Universitas Diponegoro Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

PENETAPAN FAKULTAS TEKNIK SEBAGAI ZONA INTEGRITAS (ZI) 
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH 
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA UNIVERSITAS 
DIPONEGORO TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro sebagai Unit 
Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 
lingkungan Universitas Diponegoro.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini 
dibebankan pada RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro

Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Mei 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Ketua Lembaga Undip
3. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
4. Para Kepala Biro Undip
5. Yang bersangkutan


